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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-yndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menentukan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani akan tetapi unsur
batin/ rohani juga mempunyai hubungan dengan keturunan, yang merupakan tujuan
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menentukan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi apabila suatu perkawinan
telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut sah terutama di
mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama
dan. kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara dengan melakukan
Pencatatan Perkawinan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Apabila perkawin
o
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tanpa adanya pencatatan, meski secara agama atau adat istiadat diangg

perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan p




nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata
hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas
monogami yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan begitu juga
seorang isteri mempunyai seorang suami. Namun apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan mendapat izin Pengadilan, maka seorang suami
dimungkinkan beristeri lebih dari seorang, apabila ajaran agama yang menganutnya
mengizinkan, dan suami haruslah berlaku adil terhadap isteri-isterinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan
secara tegas mengenai bagian-bagian hak isteri kedua dan seterusnya dalam harta
bersama apabila terjadi perceraian. Dalam hal demikian mengakibatkan belum
terjaminnya kepastian hukum bagi isteri kedua dalam pembagian harta bersama jika
putusnya perkawinan karena perceraian. Dengan demikianlah hak dan kedudukan
isteri harus seimbang dengan hak kehidupan suami, karena di masa pembangunan
sekarang ini isteri memegang peranan penting terhadap perkembagan kehidupan
rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Jadi dalam keluarga harus dapat berdamai
dalam memutuskan untuk memecahkan masalah bersama oleh suami isteri.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menentukan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut, apabila



terjadinya perceraian maka harta bersama dibagi menurut aturan hukumnya masng-
masing. Maksud Hukum masing-masing disini adalah Hukum Agama, Hukum Adat,
Hukum Lainnya. Yang dimaksud Hukum Lainnya adalah Hukum Perdata (BW)
berlaku bagi golongan penduduk tertentu.!

Harta benda dalam perkawinan terdiri dari beberapa macam didapat oleh
suami dan isteri yaitu harta benda yang diperoleh selama parkawinan menjadi harta
bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta yang
didapatkan dari pemberian orang, itu menjadi milik isteri atau suami adalah harta
yang dipeloleh isteri maupun suami antara lain melalui kewarisan, hibah, wasiat dan
juga harta yang didapat dari pretasi. Dalam Hal ada isteri kedua, maka harus
dimurnikan dahulu harta bersama dengan isteri pertama yang dihasilkan selama
perkawinannya lalu dengan adanya pemisahan harta bersama yang diperoleh suami
dengan isteri pertama dihitung sejak perkawinan berlangsung sampai hari perkawinan
suami dengan isteri kedua begitu juga sampai isteri keempat. Harta bersama suami
dengan isteri kedua adalah harta yang diperoleh selama perkawinan suami dengan
isteri pertama itu dipisahkan atau dimurnikan terlebih dahulu kedua tersebut yang
sudah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentunya harus tegas hari

dan tanggal tahun pernikahan antara suami dan isteri kedua tersebut, dengan

) ! Arso Sosroatmojo dan A Wasit Aulawi, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan
Bintang, Jakarta , 1975, Him. 194



demikian mudah untuk memisahkan atau menentukan harta bersama antara suami
isteri pertama dan isteri kedua atau suami beristeri sampai keempat.

Pihak suami dan isteri yang hendak melakukan perceraian harus mengajukan
Permohonan maupun Gugatan ke Pengadilan Agama. Permohonan tersebut dapat
diajukan oleh pihak suami ditempat domisili isteri dan Gugatan dapat diajukan oleh
Isteri di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang apabila ia berdomisili diwilayah
kota Palembang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila suami dan
isteri beragama Islam sesuai dengan prosedurnya yang ada di Pengadilan Agama
tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang
Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun hakim berusaha mendamaikan dengan
cara mediasi tidak berhasil, didalam prakteknya tetap dilaksanakan. Pada Tahun 2008
Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang sebanyak 1200
(seribu dua ratus) perkara yaitu Perceraian, Waris, Poligami, Ishbat Nikah, Harta
Bersama, dan diantara perkara tersebut ada 2 (dua) perkara yang mengenai
Pembagian Harta bersama Pengadailan Agama Kelas I A Palembang.? Dalam
masalah Harta Bersama yang didapat selama dalam perkawinan, pembagiannya
setelah Perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut

? Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2008



hukumnya masing-masing. Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing”
adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara
mendalam dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Prosedur

Pembagian Harta Bersama Dalam Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama”

L. 2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan
yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Bagaimana Prosedur Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa
Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang?
2. Bagaimana Hambatan Praktis Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca

Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang?

L. 3. Ruang Lingkup
Sesuai dengan permasalahan pokok tersebut, maka ruang lingkup dalam
pembahasan ini hanya mengenai Prosedur dan hambatan praktis dalam Pembagian

Harta Bersama pasca putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



I. 4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi ini bertujuan adalah:

1. Untuk menjelaskan Prosedur Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa
Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

2. Untuk menjelaskan hambatan praktis dalam Pembagian Harta Bersama pasca
putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Kelas T A
Palembang
Adapun Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Dari aspek teoritis, dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa serta
pembaca tulisan ini, khususnya dalam upaya pemahaman tentang Prosedur
Pembagian Harta Bersama dalam Sengketa Perkawinan dan hambatan praktis
dalam Pembagian Harta Barsama Pasca Putusnya Hubungan Perkawinan
karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama.

2. Aspek Praktis
Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para
praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa harta bersama sebagai
pertimbangan bagi penelitian yang sejenis terhadap aspek-aspek yang belum
terungkap dalam penelitian ini agar dapat dikembangakan lebih jauh guna

menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir.



I.S Metode Penelitian
I.5.1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian/ penulisan skripsi ini
adalah pendekatan empiris. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dari badan/instansi yang
berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian/ penulisan skripsi ini merupakan penelitian eksplonatoris/
pendekatan untuk memperoleh suatu fakta dalam pengambilan keputusan yang
dilakukan pihak pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian suatu
permasalahan mengenai harta bersama serta mendapatkan informasi sebagai bahan
penunjang dengan melakukan riset serta penelitian terhadap responden kasus yang
berhubungan dengan permasalahan dalam rangka memperoleh data putusan-putusan
yang dipergunakan di Pengadilan Agama dan informasi tambahan data yang
berkaitan dengan penelitian dalam praktek lapangan. Dengan penelitian lapangan
dilakukan karena tidak semua bahan-bahan hukum yang diperoleh atau terdapat dari
perpustakaan.

L.5.2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian di atas juga dilakukan di beberapa instansi yang terkait dengan

penelitian ini, yaitu:

Pengadilan Agama Kelas [.A Palembang



Dengan demikian, populasi penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah
di kota Palembang, namun sampel penelitian yang diambil hanya satu instansi
pemerintah saja, hal itu ditentukan secara bertujuan (Purposive Sampling), karena
pada ketiga instansi pemerintah tersebut terjadi kasus sengketa tanah dalam bentuk
sertifikat ganda.
1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian/penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di
lapangan, yakni dari badan/ instansi yang berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-
bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
¢) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.



e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian
(melalui wawancara dan kuesioner), putusan Hakim dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya
kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian/ penulisan skripsi
ini ialah Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan tersebut dipakai
untuk mengumpulkan data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam
penelitian lapangan ini adalah wawancara terbimbing (Guided Interview), dan
kuesioner yang ditujukan pada responden yang ditentukan secara bertujuan
(Purposive Sampling), yaitu orang-orang yang berwenang dan memiliki pengetahuan
serta pengalaman permasalahan prosedur pembagian harta bersama dalam sengketa
perkawinan di pengadilan agama yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian ini.
I.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yuridis
kualitatif. Yang dimaksud dengan hal di atas adalah penganalisisan data kualitatif
yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara dijelaskan atau

digambarkan/ dideskripsikan secara yuridis (menurut hukum yang berlaku).
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